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ABSTRAK

Dalam terjadinya keterlambatan penerbangan baik yang disebabkan oleh penumpang
sendiri maupun oleh sebab-sebab lain yang bersumber dari jasa penggangkut angkutan udara,
sudah tentu mempunyai suatu konsekuensi hukum baik terhadap penumpang maupun
terhadap pihak penyedia jasa pengangkut angkutan udara. Untuk menjaga ketertiban dalam
hal pengangkutan udara ini telah dibentuk suatu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 77
Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dalam ketentuan hukum
ini telah diatur segala macam. bentuk tanggung jawab.«pengangkut angkutan udara.
Sehubungan dengan hal tersebut meskipun_telah_terbentuk suatu regulasi yang mengatur
tentang pengangkutan, namun masalah perselisinan yang timbul sehubungan dengan
pengakutan tersebut selalu ada dan bahkan sulit untuk dihindarkan, mulai dari keterlambatan,
cacat-cacat yang terjadi akibat pengangkutan tersebut.

Penelitian ini merumuskan dua_masalah, ‘mengenai, Perlindungan Konsumen Terhadap
Pengguna Jasa Penerbangan atas:Tiket Pesawat Lion Air‘dalam Pembatalan (Cancel) dan/
atau Keterlambatan (Delay) di Bandara Sultan Syarif Kasim [T serta Akibat Hukum Dalam
Hal Terjadinya Pembatalan (Cancel) dan/ atau Keterlambatan (Delay) Pada Maskapai Lion
Air di Bandara Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum observasi
(observational research). Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan
gambaran yang jelas dan lengkap tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa
Penerbangan atas Tiket Pesawat Lion Air dalam Pembatalan (Cancel) dan/ atau
Keterlambatan (Delay) di Bandara Sultan Syarif Kasim |1l serta Akibat Hukum Dalam Hal
Terjadinya Pembatalan(Cancel) dan/ atau Keterlambatan (Delay) Pada Maskapai Lion Air
di Bandara Sultan Syarif Kasim |1 Pekanbaru.

Perlindungan hukum terhadap penumpang Maskapai Lion Air = Pekanbaru sebagai
konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan menurut Undang-Undang
Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011 dapat dibuktikan, dengan tiket penumpang. Tiket
penumpang ini sebagai bukti adanya perjanjian, antara pengangkut dan penumpang sehingga
jika terjadi pelanggaran dalam hal ini keterlambatan penerbangan maka pengangkut wajib
untuk mengganti rugi. Namun untuk melindungi penumpang yang dirugikan, dalam Undang-
Undang Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011, penumpang berhak untuk melakukan upaya
hukum jika ternyata maskapai penerbangan tidak mengganti rugi. Konsumen jasa Maskapai
Lion Air Pekanbaru juga mempunyai hak menghendaki respensibilitas dari pihak maskapai
Lion Air atas terjadinya insiden wang merugikan konsumen dengan melihat ketentuan
Peraturan Menteri Perhubungan serta Undang-undang Penerbangan yang legal. Dalam hal
melalui peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada konsumen juga mempunyai hak
selaku pengguna jasa penerbangan yang sudah diatur didalam undang-undang mengenai
perlindungan konsumen.
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BAB |

PENDAHULUAN

Untuk merealisir dari cita-Cite out, pemerintah telah mengambil suatu

kebijaksanaan sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas pembangunan
nasional yaitu asas adil dan merata. Bahwa pembangunan nasional yang
diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat
dan di seluruh wilayah tanah air, dimana setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasil secara adil sesuai dengan nilai



kemanusiaan dan dharma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan Negara
(Penjelasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945).

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai
pengamalanPancasila dan Undang-Undang..Dasar Negara. Republik Indonesia
tahun1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan. ketahanan
nasional, diperlukan sistem transpartasi-nasional yang memiliki posisi penting dan
strategis " dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.
Transportasi juga merupakan sarana dalam memperlancar roda perekonomian,
membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua
aspek kehidupan masyarakat.

Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan
jasa angkutan bagl mobilitas-orang serta barang.di dalam negeri, dari dan ke luar
negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan
daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran transportasi tersebut,
penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi
nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi
yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.

Sebagai negara berdaulat, Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh
dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Konvensi
Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional dan Konvensi Hukum Laut
Internasional Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun

1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea.
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Ketentuan dalam pasal ini hanya menegaskan mengenai kewenangandan
tanggung jawab negara Republik Indonesia untuk mengatur penggunaan wilayah

udara yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia, sedangkan mengenai

Indonesia,
Kesatuan
udaranya
untuk kepe

Berda:

Penerbangan, dijelaskan bahy

adalah:

1.  Mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat,
aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek

persaingan usaha yang tidak sehat;
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2. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara

dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka

memperlancar kegiatan perekonomian nasional;

3.
4.
5 dan industri
6. tujuan
7 gj‘ a perwujudan
8.
9.

lukan pengaturan
yang mantap ba erlu  dikembangkan
dan ditingkatkan pe asama antara pihak yang
melaksanakan pekerjaan 1 ang 2mberikan pekerjaan. Dengan

demikian para pihak dapat menentukan sendiri bentuk dan isi perjanjian tersebut.
Salah satu bentuk pekerjaan yang harus dibuat perjanjiannya adalah
pekerjaan pengangkutan udara baik pengangkutan orang maupun barang.
Perjanjian dalam bentuk ini lazimnya disebut perjanjian pengangkutan. Dalam
perjanjian ini ditentukan segala macam hak maupun kewajiban, tanggung jawab

pengangkut maupun akibat hukum yang timbul dari pengangkutan tersebut.
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Konsumen sebagai orang yang menggunakan layanan jasa penerbangan itu
disebut sebagai penumpang. Dan pelaku usaha yang menjalankan usaha yang

menjalanka jasa penerbangan disebut sebagai pengangkut. Terhadap posisi

kewajiban ‘yang alank pengangkut terjadi
hubungan karena ketika pen ) AN erbangan ia akan
membuat perja engan _- a -_ '1;'_' alam bentuk tiket
pesawat. Karena tike SaW: -j‘- ...:h. lya perjanjian yang
terjadi (Un : ) , gan, psl. 1 ayat

27). Tiket pesaw , ala i : C ut udara yang terjadi

Perkembangan globalisasi dan perdagangan yang diikuti dengan
perkembangan teknologi sekarang saat ini memberikan dampak tersendiri bagi
konsumen pengguna jasa penerbangan. Oleh karena itu perlu adanya payung
hukum untuk menjamin suatu kepentingan seseorang ketika menggunakan produk
barang atau jasa. Perlindungan terhadap konsumen merupakan jaminan yang

seharusnya didapatkan oleh setiap konsumen pengguna barang dan jasa. Namun



perlindungan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan, masih banyak
pelanggaran yang terjadi kepada konsumen.

Dalam penjelasan Undang — Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (selanjutnya disebut-sebagai UUPK), faktor utama yang menyebabkan
munculnya pelanggaran terhadap kepentingan konsumen adalah karena masih
rendahnya tingkat kesadaran. kensumen akan haknya. Jika dilihat lebih lanjut,
konsumen ternyata dihadapkan pada lemahnya kesadaran dan ketidak mengertian
akan haknya sebagai konsumen. Misalnya, bahwa konsumen tidak punya posisi
tawar menawar (bargaining position) yang berimbang dengan pihak pelaku usaha.

Sistem transportasi udara di Indonesia semakin berperan dalam
pengembangan perekonomian dan merupakan kewenangan transportasi udara
untuk dapat melayani seluruh wilayah nusantara terutama dalam kaitannya dengan
percepatan arus informasi, barang, penumpang dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk pekerjaan yang harus dibuat perjanjiannya adalah
pekerjaan pengangkutan udara baik pengangkutan orang maupun barang.
Perjanjian dalam bentuk ini lazimnya disebut perjanjian pengangkutan. Dalam
perjanjian ini ditentukan segala macam hak.maupun kewajiban, tanggung jawab
pengangkut maupun akibat hukum yang timbul dari pengangkutan tersebut (K.
Martono dan Amad Sudiro, 2011:128)

Perjanjian pengangkutan orang maupun barang lazimnya telah dibuat secara
baku dan selengkapnya tertera di dalam tiket penumpang yang bersangkutan.
Perjanjian yang tercantum di dalam tiket tersebut merupakan salah satu alat bukti

adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pihak jasa pengangkut
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angkutan udara termasuk juga di dalamnya barang-barang bawaan dari
penumpang tersebut (Kantaatmadja, 2004:213)

Meskipun di dalam tiket penumpang yang dimiliki oleh para penumpang

tersebut secara ri 12 .. tentang _se njadi hak maupun
%

, termasuk

sesuatu hal

b L L

usahaan yang
barang dalam
rentang waktu-3 (tiga) k ._ :‘ J "_ : dan Oktober) dalam

tahun 2018, ah meng , keterlambatan

realisasi waktu keberang ata an. Dalam hal terjadinya

keterlambatan penerbangan ini adalah menjadi tanggung jawab perusahaan
pengangkut dan perusahaan pengangkut mempunyai responsibilitas terhadap
kompensasi terhadap semua pengguna jasa transportasi selaku konsumen.

Dalam terjadinya penundaan keberangkatan baik yang disebabkan oleh

penumpang sendiri maupun oleh sebab-sebab lain yang bersumber dari jasa

penggangkut angkutan udara, sudah tentu mempunyai suatu konsekuensi hukum



baik terhadap penumpang maupun terhadap pihak penyedia jasa pengangkut

angkutan udara.

Untuk menjaga ketertiban dalam hal pengangkutan udara ini telah

dibentuk suatu Peraturan Menteri.Perhubungan‘Nomor : 77.Tahun 2011 Tentang

Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dalam ketentuan hukum ini telah

diatur segala macam bentuk tanggung jawab pengangkut angkutan udara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor :

77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dijelaskan

terhadap terjadinya keterlambatan penerbangan, -maka kepada penumpang

diberikan berupa ganti kerugian dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar

Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang ;

Diberikan ganti kerugian, sebesar_50%:'dari ketentuan huruf a apabila
pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan
penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan pengangkut wajib
menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain
sampai ke tempat tujuan-apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan

udara ;

Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan
milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya
tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (up grading class) atau
apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap

penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.
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Sehubungan dengan hal tersebut meskipun telah terbentuk suatu regulasi
yang mengatur tentang pengangkutan, namun masalah perselisihan yang timbul

sehubungan dengan pengakutan tersebut selalu ada dan bahkan sulit untuk

dihindarkan, 3 ang terjadi akibat

>\ \\\\\“ .0‘

dengan penga is tertarik untuk melakukan
penelitian

Perli r un 3 s enerbangan atas
Tiket Pes : f am - P b el) dan/ atau

Keterlambats
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B. MASALAH POKOK
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

Adap Jjt 3 icapa s enelitian ini adalah

sebagai beriku

a.

b. Untuk mengetahui AKibz Dalam Hal Terjadinya Pembatalan
(Cancel) dan/ atau Keterlambatan (Delay) Pada Maskapai Lion Air di

Bandara Sultan Syarif Kasim 11 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan melakukan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

10
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a.  Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang ketentuan hukum

perdata, khususnya tentang disiplin ilmu hukum perjanjian pengangkutan

udara.
b.
C.
pengu i”
D. Kera 5
Suatu ’
7l
hubungan ant

x
Y

pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini.
Untuk menganalisa permasalahan pada penelitian ini penulis menggunakan
beberapa teori hukum:
1.  Teori Perlindungan hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang

11



bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan
tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-
kepentingan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2000:53)

Menurut Fitz Gerald, teori. perlindungan hukum Salmond bahwa hukum
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam suatu-lalu. lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
kepentingan di lain pihak (Satjipto Rahardjo, 2000:53). Kepentingan hukum
adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki
otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan
dilindungi (Satjipto Rahardjo, 2000:69).

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir
dari suatu ketentuan hukum, dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara
perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Paton, suatukepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya
karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap
itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga
kehendak (Satjipto Rahardjo, 2000:54). Terkait fungsi hukum untuk memberikan
perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu
ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian

manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat

12
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manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar
sesuai dengan martabatnya (Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994: 64)

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan adalah memberikan pengayoman

;E\E‘.
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Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum.
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2.  Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan
adil karena pedoman kelakuan.itu _harus_menunjang suatu.tatanan yang dinilai
wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat
menjalankan fungsinya. Kepastian hukum:merupakan pertanyaan yang hanya bisa
dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Dominikus Rato, 2010:59).

Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang, kepastian hukum
(certainty) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma
dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik
dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan
pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian
hukum juga berlaku dalam ,melaksanakan norma-normadan prinsip-prinsip
hukum undang-undang tersebut (Tan Kamelo, 2004:117).

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum
tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti.hanya demi undang-undang
semata-mata (law in the books),.menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti
ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Pendapat ini
mungkin peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang
mati (doodregel) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia
(Tan Kamelo, 2004:118).

Faisal dalam pandangan lain melihat dari segi putusan-putusan para hakim

pengadilan, dalam sarannya mengatakan hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar
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yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendapat ini muncul sesuai
dengan realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara
nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Bila telah terjadi pertentangan antara
keadilan dan kepastian hukum muncul pula pertanyaan, nilai.manakah yang harus
didahulukan (Faisal, 2012:162). Masalah kepastian hukum masih menjadi
perdebatan ketika memperhatikanperkara-perkara tertentu, terutama di kalangan
para hakim yang mempertimbangkan dalam putusannya secara berbeda-beda.

Kepastian hukum pada negara hukum (rechtstaat) dalam sistem eropa
kontinental (civil law) positivistik hukum merupakan prioritas utama meskipun
dirasakan sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum
dalam arti law.in the books. Apakah kepastian hukum dalam arti law in the books
tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung
pada aparatur penegak hukum itu sendiri, . Walaupun “law in the books
mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparatur penegak hukum itu
sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.

Misalnya dalam hal" memutus, Suatu perkara perdata, hakim harus
memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata
maupun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata sehingga tidak
mengeluarkan putusan yang tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Kadang-kadang dalam suatu perkara tertentu hakim menjatuhkan putusan yang
berbeda dasar pertimbangannya dengan perkara yang lain padahal kualifikasi

perkara hampir menyerupai.
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Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek ‘“seharusnya” atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk danm aksi manusia.yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam’hubungam dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum
(Peter Mahmud Marzuki, 2008:158).

Cicut Sutiarso menyarankan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan
menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang
tepat waktu (Cicut Sutiarso;2011:160). Kepastian hukum secara normatif adalah
ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur
secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi
tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu.sistem norma dengan norma
lain sehingga tidak berbenturan. atau. menimbulkan konflik norma. Kepastian
hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan
konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan
yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,
melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan

tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Cst Kansil dkk, 2009:385).
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Bila kepastian hukum menjadi primadona dalam penegakan hukum, di lain
sisi tidak pula mampu menimbulkan keadilan, karena kepastian hukum dapat
menimbulkan seolah-olah hukum tidak berpihak kepada orang yang butuh
perlindungan hukum." Munculnya_hukum_meral (morality. law) sebagai bukti
bahwa kepastian hukum harus diubah dengan paradigma baru bilamana harus
dipertimbangkan secara naluri,dan ‘hati ‘hurani, hakim-hakim pengadilan. Para
hakim akan dikatakan tidak adil bila hanya bersandar pada apa yang dituliskan di
dalam undang-undang belaka, tanpa mampu menggali nilai-nilai keadilan di
dalam undang-undang. Hakim dalam melihat undang-undang bukan lah seperti
kuda pakai kaca mata yang hanya boleh melihat ke depan tanpa boleh melihat ke
lain sisi untuk mempertimbangkan hukum berdasarkan hati nurani.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek ‘“‘seharusnya” atau ‘das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman-bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik“dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum
(Peter Mahmud Marzuki, 2008:158).

Utrecht menegaskan, usaha dalam menghindari penyimpangan pemerintah

terhadap regulasi yang bersifat general bisa di lihat dari sistem kepastian hukum
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yang memiliki dua arti salah satunya yaitui, terdapat regulasi yang bersifat umum
menciptakan individu memahami perbuatan apa yang tidak boleh dan yang boleh
dilakukan, (Riduan Syahrani, 1999:23).

Tujuan hukum_yang mendekati_realistis adalah kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,
sedangkan Kaum Fungsionalisimengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya
dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa
crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan
yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan
merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling
substantif adalah keadilan (Dominikus Rato, 2010:59).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh.Negara terhadap individu (Riduan
Syahrani,1999:23).

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung
melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut
pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.
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Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya
membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan
kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari
pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan

tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa
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setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan

penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang

belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

termasuk laan an : gan “. mbangan itu,
berbagai z ) 1 nwyang digunakan
sebagai landase gaturan pe e lindungan hak

yang bersi 3 ang be “abs miliki perlindungan

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan atau jasa.
2)  Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

b)

1)

2)
3)

4)

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.
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c) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
1)  Hak untuk memperoleh penjelasan untuk memulihkan nama perusahaan atas

kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut tidak melibatkan barang dan

2) 1gan ‘ Ja men yang

3) ndang lainnya.
pelaku usaha
dibebani kewa ewajiban. Pa d gan Konsumen
menyataka
1)
2) an in ena r me ai kondisi dan
an penggunaan,
3) ukan ¢ penar dan jujur serta tidak

melalui media internet, perpustakaan ditemukan judul tentang perlindungan

hukum terhadap jasa penerbangan, adapun judulnya adalah :

1.  Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Keterlambatan
Keberangkatan Pada Perusahaan Penerbangan Di Pekanbaru (Analisis

Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Dan Nomor
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49 Tahun 2012), Tesis, oleh Eritha Indah Fauziyane, Universitas Islam
Riau.

Dengan rumusan masalah :

m Terhadap

Pada

b. Perlindungan
Terkait Rasa
2 udi Kasus Pada

dirugikan akibat resiko operasional penerbangan?
E. Konsep Operasional

Konsep operasional penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen bila ditinjau
dari segi etimologi adalah sebagai berikut “Perlindungan berarti hal

memperlindungi” sedangkan “konsumen berarti pemakai barang-barang hasil
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industri.” Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, arahan definisi

tersebut ditujukan kepada “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberikan perlindungan hukum kepada konsumen” (Sekretariat Negara

elektronik,
perjanjian a Ja ara pang dan : an hak penumpang
untuk meng

Pembata puatan membatalkan,

Keterlambatan (Delay) Q ‘ ‘
Wt

angka 30 Undang-Undang No. 1 entang Penerbangan menjelaskan
definisi keterlambatan sebagai ‘“terjadinya perbedaan waktu antara waktu
keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu
keberangkatan atau kedatangan”.

Bandara Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru Adalah Bandar Udara yang
beralamat di Jalan Perhubungan I, Bukit Raya, Simpang Tiga, Maharatu, Kota

Pekanbaru, Riau. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan
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dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai pesawat udara mendarat dan
lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat

perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas

mendapatke akura e ang hendak diteliti

Doctrinal) adalah pene .n Q ! w untuk menemukan teori-
LI 2
teori mengenai proses terjadinya al proses bekerjanya hukum didalam
masyarakat (Bambang Sunggono, 2009:42).
b)  Sifat Penelitian
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan
gambaran yang jelas dan lengkap tentang perlindungan konsumen terhadap

pengguna jasa penerbangan atas tiket pesawat Lion Air dalam pembatalan

(cancel) dan/ atau keterlambatan (delay) di bandara Sultan Syarif Kasim Il
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Pekanbaru serta bagaimana akibat hukum dalam hal terjadinya pembatalan

(cancel) dan/ atau keterlambatan (delay) pada maskapai lion air di bandara

Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru.

h. mengenai

atas Tiket

3) Loka
Lokasi pe N ada ‘- . -L N 11 Pekanbaru yang

beralamat 3 ' : . Bukit Ra ; | na " aharatu, Kota

serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian (H.M. Burhan
Bungin,2010:109). Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri
yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),
kejadian atau kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama (H.M.
Burhan Bungin, 2010:118). Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini

maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan himpunan
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atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat
mewakili keseluruhan populasi (Bambang Sunggono, 1996:121). Adapun yang

menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

apabila jumlah sampel yang mewak populasi telah ditetapkan terlebih dahulu
dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.
5) Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :
a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui

wawancara dan Kuisoner yang berhubungan langsung dengan pokok

masalah yang dibahas.
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Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang

mendukung masalah dengan pokok masalah yang dibahas (Sri Wahyuni,

2015:12.). Data yang dikumpulkan dengan mengadakan penelitian
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6) Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara/interview

Wawancara yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan

dengan cara data dari wawancara dan Kuesioner diolah dan disajikan dengan cara
membandingkan antara data lapangan dengan pendapatan para ahli (teori) atau
dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam
penelitian.

8)  Metode Penarikan Kesimpulan

29



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik data primer maupun sekunder,

maka diolah dengan mengelompokan menurut jenisnya dan disajikan dalam

uraian kalimat, selanjutnya dibahas dengan cara menghubungkan data pendapat
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

disimpulk

tempat lain

1999:195).

Di dalam KUHD pengertian Pengangkutan terdapat pada Buku Kedua Bab
Kelima A tentang Pengangkutan Barang Pasal 466 dan Bab Kelima B tentang
Pengangkutan orang Pasal 521 yang berbunyi : “Pengangkut dalam arti bab ini
ialah barang siapa yang, baik dengan persetujuan carter menurut waktu atau carter

menurut perjalanan baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengikutkan diri untuk
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menyelenggarakan pengangkutan barang (orang (penumpang) pada pasal 521)

yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan.

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata

pokok vyaitu: Pengangkutan sebagai usaha (business), Pengangkutan sebagai
perjanjian (agreement), dan pengangkutan sebagai proses (process) (Abdulkadir
Muhammad 2008:12). Selanjutnya ia menambahkan bahwa pengangkutan
memiliki tiga dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan
sebagai perjanjian dan pengangkutan sebagai proses (Abdulkadir Muhammad :

12).
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Pengangkutan sebagai usaha memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a.  Berdasarkan suatu perjanjian;

b.  Kegiatan ekonomi di bidang jasa;
c.  Berbentuk perusahaan;

d.  Menggunakan alat angkut mekanik.

Pengangkutan sebagai. perjanjian, -pada; umumnya bersifat lisan (tidak
tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Pengangkutan sebagali
suatu proses -mengandung makna sebagai rangkaian kegiatan atau peristiwa
pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat pemuatan ke tempat
tujuan sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang.
Rangkaian kegiatan pemindahan tersebut meliputi (Lestari Ningrum 2004:134).

a.  Dalam arti luas, terdiri dari:

1)  memuat penumpang dan/atau barang ke dalam alat pengangkut

2)  membawa penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan

3) mgnurunkan penumpang ataumembongkar barang-barang di tempat
b. Dalarr:uzi?t?g'empit, meliputi kegiatan membawa penumpang dan/atau barang

dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara tempat tujuan.

Sedangkan menurut Hasim Purba berpendapat, kegiatan pemindahan orang
dan atau orang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat,

angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan

(Hasim Purba 2005:4).

2.  Pengaturan Pengangkutan
Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan bisa dilihat di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan secara khusus juga dapat dilihat pada

aturan-aturan khusus, seperti pada peraturan perundang-undangan, konvensi-
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konvensi Internasional, perjanjian antar Negara, dan perjanjian yang dibuat para

pihak dalam perjanjian pengangkutan.

Pengangkutan dapat dibagi atas 3 jenis yaitu Pengangkutan Darat,

tapi diatur dalam peraturan-peraturan antara lain:
1)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
2)  Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 (luchtervoerordonanntie)
Staatsblad 1939 No. 100 tentang tanggung jawab pengangkut udara
3)  Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan

Udara
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4)  Peraturan khusus lainnya, seperti Peraturan-peraturan Menteri

Perhubungan terkait masalah kesulitan

1.  Klasifikasi Angkutan atau Transportasi

yang artin I ) 3 Negara. Angkutan
darat dap 2N * ’ n antara lain
endaraan be iatas jalan ray -H :.: araan kereta api dan listrik
di atas rel

b.

dan privat, nasional maupun internasional.
c.  Pengangkutan Udara

International Air Transportation Association (IATA) sebagai organisasi
internasional, yang mana tergabung sebgaian besar pengangkut-pengangkut udara
seluruh dunia telah menyetujui syarat-syarat umum pengangkutan (General

Condition Of Carriage), baik untuk penumpang, bagasi, maupun untuk barang.
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Syarat-syarat umum pengangkutan ini bertujuan untuk mengadakan keseragaman
dalam syarat-syarat pengangkutan bagi para anggotanya.

Pengangkutan juga dapat dikelompokan menurut macam atau jenisnya (modes of

Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung;

5)  Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur;
6)  Angkutan di dalam kota: misalnya kota Medan, Surabaya dan lain-
lain.
c.  Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya, Jika dilihat dari sudut teknis dan

alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:
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1) Angkutan jalan raya atau highway transportation(road

transportation), seperti pengangkutan dengan menggunakan truk,bus

dan sedan;

2) ; : ail tra atia ity itan kereta api, trem

3) eng nela : \d+ transportation),

4) A | vipe i 3 sep ti transportasi

5) 0 tan /ey dera e ansportation), yaitu

6) » , atau air transportation),

jalan udara.
Fungsi dan Kegunaan Pengangkutan atau transportasi

Menurut Sri Redjeki Hartono (Sri Redjeki Hartono, Tanpa tahun: 8)

pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan
daripada di tempat asalnya, karena itu dikatakan pengangkutan memberi nilai

kepada barang yang diangkut dan nilai ini lebih besar daripada biaya-biaya yang
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dikeluarkan. Nilai yang diberikan adalah berupa nilai tempat (place utility) dan
nilai waktu (time utility). Nilai tempat (place utility) mengandung pengertian
bahwa dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu
tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang-berguna atau-bermanfaat di tempat
asal, akan tetapi setelah adanya pengangkutan nilai barang tersebut bertambah,
bermanfaat dan memiliki nilai-guna bagi manusia, oleh karena itu apabila dilihat
dari kegunaan dan manfaatnya bagi manusia, maka barang tadi sudah berambah
nilainya karena ada pengangkutan. Nilai Kegunaan Waktu (time utility), dengan
adanya pengangkutan berarti bahwa dapat dimungkinkan terjadinya suatu
perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut
lebih diperlukan tepat pada waktunya.

Sementara itu menurut Rustian Kamaludi (Rustian Kamaludin, 2003:14)
pada dasarnya, pengangkutan atau transportasi atau perpindahan penumpang atau
barang dengan transportasi adalah dengan maksud untuk dapat mencapai tempat
tujuan dan menciptakan atau menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang
diangkut, yaitu utilitas karena tempat dan utilitas karena waktu.

Menurut Abdul kadir Muhammad, pengangkutan memiliki nilai yang sangat
vital dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut didasari oleh berbagai faktor, yaitu
antara lain:

a.  Keadaan geografis Indonesia yang berupa daratan yang terdiri dari beribu-
ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian
yeya melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah

negara;
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b.  Menunjang pembangunan di berbagai sector
c.  Mendekatkan jarak antara desa dan kota

d.  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Abdulkadir Muhammad,

ndang-undang,

diterbitkannya

1996:5-6).

Sejalan dengan pendapat Mertokusumo tersebut, Rahardjo berpendapat
bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum
yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya,
asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan

hukum dan asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan
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hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya (Satjipto
Rahardjo 1986:85).

Di dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum, yang terbagi

berikut:

1) at yaitu, hahwa penerbangan ha 2mberikan manfaat

di bidang penerbangan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi
bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan
masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;

3) Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan penerbangan harus
dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan

masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
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4)  Asas keseimbangan yaitu, bahwa penerbangan harus diselenggarakan
sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana

dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara

5) as keg : nerbangan harus

6) - ‘ 1 erupakan kesatuan

7) Kesad  bahwa m / ajibka da'pemerintah untuk

8) - | : a’ penerbangan harus

9) Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan

pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

b.  Asas Hukum Pengangkutan Bersifat Perdata
Dalam kegiatan pengangkutan terdapat hubungan hukum antara pihak

pengangkut dan penumpang, hubungan hukum tersebut harus di dasarkan pada

41



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

asas-asas hukum . Asas hukum pengangkutan bersifat perdata terdiri dari, sebagai
berikut:

1)  Asas konsensual yaitu, perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam

2)

3)

4)  Asas pembuktian dengan dokumen vyaitu, setiap pengangkutan selalu
dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen pengangkutan
berarti tidaka ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang
sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan untuk jarak dekat biasanya
tidak ada dokumen atau tiket penumpang,contohnya angkutan dalam kota.

5)  Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan
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Dalam hukum pengangkut terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam
menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut (K. Martono,Raja

Grafindo Persada 2007:146).

a.

prinsip ini
perbuatan ati ': s konsepsi pasal ini
b -

mengharuskan -~ peme - “untu no'suatu  perbuatan

khusus mengenai tanggung jawab pengangkut berdasarkan prinsip kesalahan

biasanya ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis
pengangkutan.
b.  Prinsip tanggungjawab atas dasar praduga (rebuttable presumption of

liability principle);
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Menurut prinsip ini tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal
yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampir sama
dengan prinsip yang pertama, hanya saja beban-pembuktian menjadi terbalik yaitu
pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.

c.  Prinsip tanggungjawab. .mutlak “(no ‘fault, atau strict liability, absolute
liability principle).

Dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau
tidak adanya kesalahan atau tidak milihat siapa yang bersalah atau suatu prinsip
pertanggungjawaban yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak
relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada.
Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang
menimbulkan kerugian bagipenumpang atau pengirim barang.

Prinsip ini dapat dirumuskan dalam kalimat pengangkut bertanggung jawab atas
setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun_dalam penyelenggaraan
pengangkutan. Dalam  perundang-undangan mengenai pengangkutan prinsip
tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini-tidak mungkin diatur karena alasan
bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani
dengan risiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh
menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan
asas perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak (Abdulkadir Muhammad,

2008:41).
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1.  Bentuk-Bentuk Angkutan Udara Niaga
Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang

Penerbangan, dinyatakan angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan

memungut pen an. Se _- -_ Juka a adalah angkutan
udara yang digunaka : ani ke ti C ‘ lilakukan untuk

mendukung

memungut pembayaran. Selanjut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara membagi bentuk-bentuk kegiatan
pengangkutan udara, menjadi dua yaitu angkutan udara niaga dan angkutan udara
bukan niaga, secara lengkap dinyatakan:

a.  Kegiatan angkutan udara terdiri atas :

1)  angkutan udara niaga; dan
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1988:106-

a.

lainnya

2)  angkutan udara bukan niaga.

Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

meliputi :

penerbangan komersial ata : ' oho Soedjono

gan berencana

dan teratur;

dak teratur;
Penerbangan kegiatan keudaraan (aerial work), yaitu penerbangan-
penerbangan yang bukan bertujuan untuk pengangkutan penumpang, barang
atau pos melainkan untuk kegiatan udara lain dengan memungut bayaran
antara lain untuk kegiatan-kegiatan penyemprotan, pemotretan, servey

udara, dan lain-lain.
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Sedangkan ciri-ciri penerbangan komersial atau niaga berjadwal pada
umumnya sebagai berikut (K. Martono 1987:65).

a.  penerbangan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain atau sebaliknya

sebagai berikut (K. Martono 1987:66) :

a.  penerbangan dilakukan untuk mengangkut barang, orang, dan atau pos ke
seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tidak ada pembatasan rute
penerbangan terteentu secara tetap;

b.  penerbangan tidak dilakukan sesuai dengan daftar perjalanan terbang/

jadwal penerbangan;
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a.

penjualan karcis atau surat muatan udara secara sekaligus untuk seluruh

kapasitas pesawat udara tersebut;

penumpangnya merupakan suatu rombongan dan bukan merupakan

di wilayah Indonesia dengasn menggunakan pesawat udara Yyang
beregistrasi Indonesia;

Penerbangan internasional, adalah penerbangan dari pelabuhan udara
Indonesia dengan atau tanpa melakukan transit di pelabuhan udara indonesia

atau sebaliknya dengan tujuan pelabuhan udara negara lain.

48



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Penerbangan internasional dilihat dari aspek perusahaan penerbangannya
dikategorikan ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

a.  Penerbangan internasional yang dilakukan oleh pesawat udara asing

b. a nasional
B.
1.

disamping itu
perikatan ti enai syarat-syarat
umum sahn urut ketentuan
pasal terseb 2007:339)
a.
b.
C.
d.

mengikatkan dirin terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama
apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Suatu perjanjian pengangkutan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian
biasa, yang dengan sendirinya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku
untuk suatu perjanjian pada umumnya, yaitu tunduk pada ketentuan yang terdapat

dalam Buku Ke Ill Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan,
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selama tidak ada pengaturan khusus tentang perjanjian pengangkutan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang angkutan (Siti Nurbaiti 2009:13).

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengirim dan
pengangkut sama«tinggi, tidak seperti dalam.perjanjian perburuhan dimana para
pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi
daripada si buruh. Kedudukan parapihak dalam perjanjian perburuhan ini disebut
kedudukan subardinasi (gesubordineerd), sedangkan kedudukan para pihak dalam
perjanjian pengangkutan adalah kedudukan sama tinggi atau kedudukan
koordinasi (gecoordineerd) (H.M.N Purwosutjipto, 2003:7).

Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat,
yaitu:
1)  Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan adalah Pelayanan Berkala.
Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan, itu, hubungan kerja antara
pengirim dengan pengangkut tidak terus menerus, tetapi hanya kadang kala, kalau
pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Hubungan
semacam ini disebut “pelayanan berkala” sebab pclayanan itu tidak bersifat tetap,
hanya kadang kala saja, sebab pengirim membutuhkan pengangkutan. Perjanjian
yang bersifat “pelayanan berkala” ini disinggung dalam pasal 1601 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (H.M.N Purwosutjipto, 2003:7).
2)  Perjanjian Pengangkutan Tidak Bersifat Pemborong.

Sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tapi
pemborongan sebagaimana dimaksud pasal 1601 B Kitab Undang-undang Hukum

Perdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 Kitab Undang-undang
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Hukum Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan).
Namun pada waktu pembentuk undang-undang menetapkan pasal-pasal ini tidak
memikirkan adanya “perjanjian pengangkutan”. Ketentuan pasal 1608, 1647, dan

Kecuali sifat

Dengan pe

tidak bersife

3)  Sifat

yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman
membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain
menyanggupi akan membayar ongkosnya (R. Subekti 1995:69).

Menurut Abdukadir Muhammad, perjanjian pengangkutan udara adalah
persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan
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tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk
membayar biaya pengangkutan (Abdulkadir Muhammad, 2008:20).

Menurut R. Soekardono, perjanjian pegangkutan udara adalah perjanjian
timbal balik, pada mana -pihak pengangkut mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu,
sedangkan pihak lainnya . (pengirim-penerima, pengirim atau penerima,
penumpang), berkeharusan untuk menunaikan pembayaran tertentu untuk
pengangkutan tersebut (R. Soekardono 1986:8).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perjanjian
Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang
dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan
pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.

Suatu pembahasan tentang masalah perjanjian angkutan udara kurang
bermanfaat jika tidak membahas hal-hal sebagai berikut: (E. Suherman, 2000:48).
1)  Bentuk dan Syarat-syarat Perjanjian Angkutan Udara.

a) Pada perjanjian angkutan pada penerbangan-teratur tidak dijumpai suatu
perjanjian tertulis.

Dokumen angkutan seperti tiket penumpang, tiket bagasi dan surat muatan
udara bukan merupakan suatu perjanjian angkutan udara, tetapi hanya merupakan
suatu bukti adanya perjanjian angkutan udara; karena tanpa diberikannya
dokumen angkutan tetap ada suatu perjanjian angkutan (Ordonansi Pengangkutan
Udara Pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 5 dan pasal 7 ayat 2. Cf. Konvensi Warsawa

Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 4 dan Pasal 5 ayat 2)
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b)  Syarat-syarat Perjanjian.

Pada dokumen angkutan seperti tiket penumpang, tiket bagasi dan surat
muatan udara tercantum apa yang disebut syarat-syarat perjanjian (conditions of
contract). Yang sebenarnya dimaksud adalah-syarat-syarat pokok dari perjanjian
atau persetujuan angkutan, misalnya bahwa perjanjian angkutan tunduk pada
ketentuan-ketentuan dalam _Qrdonansi | Pengangkutan Udara atau Konvensi
Warsawa, dan juga pada ketentuanketentuan yang tercantum dalam dokumen
angkutan, tarif-tarif yang berlaku, syarat-syarat umum pengangkutan dan
peraturan-peraturan lain dari pengangkut.

Dengan demikian, maka tidak semua ketentuanketentuan perjanjian
angkutan tercantum dalam dokumen angkutan, sehingga kalau misalnya seorang
penumpang Ingin mengetahui semua ketentuan-ketentuan dalam persetujuan
angkutan, ia harus pertamatama membaca apa yang dinamakan “General
Conditions of Carriage” (yang menurut dokumen angkutan, bisa minta dilihat
ditiap kantor dari suatu perusahaan penerbangan, tapi umumnya tidak ada), dan
selanjutnya jadwal-jadwal penerbangan, tarif-tarif,.dan ketentuan-ketentuan lain
yang tidak tercantum dalam dokumen “angkutan, tapi ada pada peusahaan-
perusahaan penerbangan, misalnya ketentuan-ketentuan untuk refund.

Untuk melindungi para pemakai jasa angkutan udara, sebaiknya ketentuan-
ketentuan dari persetujuan angkutan udara didaftar pada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara oleh tiap-tiap perusahaan penerbangan. Selain dari pada itu
patut pula dikemukakan bahwa teks dokumen angkutan dari sebagian perusahaan

penerbangan dibuat dalam bahasa Inggris, sehingga patut dipertanyakan apakah
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dalam hal ini berlaku prinsip bahwa setiap penumpang dianggap mengetahui
bahasa Inggris.

2)  Dokumen Angkutan

VAL

i
&
Y
o
v
o
v

tanggung jawab yang diatur oleh Ordonansi atau (Konvensi Warsawa) (H.M.N
Purwosutjipto, 2003:95).

Ketentuan-ketentuan serupa kita jumpai sampai dalam Konvensi Warsawa.
Meskipun tidak ditetapkan dalam Ordonansi atau Konvensi Warsawa, dalam
praktek semua tiket penumpang mencantumkan nama penumpang yang

bersangkutan dan tidak dapat dialihkan pada orang lain (not transferable).
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Persoalan yang timbul adalah apakah seseorang yang mempergunakan tiket

dengan nama orang lain telah mengadakan perjanjian angkutan dengan

pengangkut, demikian pula seseorang yang sama sekali tidak mempunyai tiket,

bagasi akan diserahkan kepada pemegang tiket bagasi, jumlah dan beratnya
barang-barang, harga yang diberitahukan oleh penumpang, pemberitahuan bahwa
pengangkutan bagasi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung
jawab yang diatur dalam Ordonansi atau Konvensi Warsawa (H.M.N

Purwosutjipto, 2003:97).
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Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang harus dicantumkan adalah
nomor dari tiket penumpang, jumlah dan beratnya barang-barang dan

pemberitahuan bahwa pengangkutan bagasi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan

d baggage”,
“unregiste oleh Ordonansi
Pengangku | : _- ag? ak perlu diberikan

tiket bagasi dak punya arti

apa-apa). La an dari label yang

dipakai sebagai

sebagaimana dimaksud oleh Ordonansi atau Kovensi Warsawa.

Ketentuan bahwa kalau keterangan mengenai nomor dari tiket penumpang,
jumlah dan beratnya barang-barang dan pemberitahuan bahwa pengangkutan
bagasi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur
dalam Ordonansi atau Konvensi Warsawa ini tidak dicantumkan dalam tiket

bagasi mengakibatkan antara lain bahwa limit tanggung jawab tidak berlaku lagi,
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oleh perusahaan penerbangan dirasakan terlalu berat. Misalnya, kalau seorang

pegawai di lapangan udara lupa untuk mencantumkan jumlah atau berat bagasi,

maka akibatnya mungkin tidak seimbang dengan kealpaan pegawai tersebut.

membuat dan/a €] ke a ar at muatan udara”.
Sebal g Jir 'ha a 3 gangkut untuk

menerima rse . yerbedaan lain : muatan udara

menetapkan antara lain bahwa kalau pengangkut menerima barang untuk diangkut
tanpa dibuat suatu surat muatan udara, pengangkut tidak berhak untuk
mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi yang meniadakan atau
membatasi tanggung jawabnya.

Suatu masalah yang telah lama menjadi perhatian dalam bidang Hukum

Udara ialah masalah apakah suatu surat muatan udara dapat diperdagangkan atau
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tidak. Baik Ordonansi maupun Konvensi Warsawa tidak tegas dalam hal masalah
tersebut. Dalam usaha-usaha untuk memperbaiki Konvensi Warsawa masalah ini
pun menjadi acara, dan menghasilkan suatu ketentuan dalam Protokol Hague
bahwa “ketentuan=ketentuan dari.Protokol tidak menghalangi-halangi pengangkut
untuk memberikan suatu surat muatan udara yang dapat diperdagangkan (Pasal 1X
Protokol ' Hague.)

Dalam praktek Ketidaktegasan dihindari oleh perusahaan penerbangan
dengan mencantumkan pada surat muatan udara Syarat not negotiable. Bagi
seorang pengangkut, suatu surat muatan udara yang dapat dipergadangkan
mempunyai efek-efek yang mungkin merugikan, yaitu dari segi tanggung jawab,
karena kalau terlalu lama barang kiriman ditahan menunggu lakunya surat muatan
udara, jangka waktu untuk tanggung jawab akan lama pula, dengan kemungkinan
timbulnya kerusakan-kerusakan.

Menurut Pasal 10 Ordonansi Pengangkutan Udara, surat muatan udara itu
harus berisi tempat dan tanggal surat muatan udara itu harus berisi; tempat
pemberangkatan dan tempat tujuan, pendaratan-pendaratan yang direncanakan
dengan mengingat hak pengangkut udara untuk merubah rencana itu bila perlu,
nama dan alamat pengangkut pertama, nama dan alamat pengirim, nama dan alat
penerima, macam barang, jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa atau
nomor barang-barang, berat, jumlah, besar atau ukuran barang-barang, keadaan
luar barang-barang dan pembungkusannya, uang angkutan udara, tanggal dan
tempat pembayaran dan orang-orang yang harus membayar, jika pengiriman

dilakukan dengan jaminan pembayaran, harga barang-barang dan jumlah biaya-
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biaya, jumlah nilai barangbarang, dalam rangkap berapa surat muata udara dibuat,
surat-surat yang diserahkan kepada pengangkut untuk menyertai barang-barang,

lamanya pengangkutan udara dan petunjuk ringkas tentang rute yang akan

aviation”.

yang fungsi

HRARNAL AL

S

3)

Dalam
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@D
>
(@)
QD
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e
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>
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dengan lebih terperinci dari yang tercantum dalam dokumen angkutan memuat
ketentuan-ketentuan dan definisi-definisi, misalnya tentang tiket, tentang tarif
angkutan, tentang pembukuan tempat, tentang akomodasi, tentang bagasi, jadwal
penerbangan, refund, formalitas-formalitas, tanggung jawab pengangkut, dan

sebagainya. Sebagaimana disinggung di atas, sebaiknya syarat-syarat umum
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pengangkutan ini didaftarkan pada Direktorat Jendral Perhubungan Udara, untuk

melindungi pemakai jasa angkutan udara.

3.  Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan

a)

pesawat, termasuk pramugara atau pramugari.

Dengan defenisi terebut, maka jelaslah semua yang termasuk awak pesawat
sebagai pegawai pengangkut tidak tergolong sebagai penumpang, sedangkan
pegawai darat pengangkut yang turut serta atau diangkut dengan pesawat udara
baik untuk keperluan dinas pada perusahaan penerbangannya maupun untuk

kepentingan pribadi dianggap sebagai penumpang biasa .
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b)  Pihak Pengangkut

Pengangkut pada umumnya adalah orang yang mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke
tempat tujuan _tertentu" dengan._selamat...Sedangkan 'menurut Abdulkadir
Muhammad (Abdulkadir Muhamad, 2008:51). Pengangkut memiliki dua arti,
yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan.dan sebagai alat yang digunakan
untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkutan pada arti yang pertama
masuk dalam subjek pengangkutan sedangkan pada arti pengangkut yang kedua
masuk dalam kategori objek pengangkutan. Pengangkut memiliki arti yang luas
yaitu tidak hanya terbatas atau dipertanggungjawabkan kepada crew saja,
melainkan juga perusahaan-perusahaan yang melaksanakan angkutan penumpang
atau barang.Pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut muatan yang
diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk
sebagai penerima dan menjaga keselamatan barang muatan tersebut. Pengangkut
dalam melaksanakan kewajibannya yaitu mengadakan perpindahan tempat, harus
memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan antara lain, yaitu
sebagai berikut:
1)  Menyelenggarakan pengangkutan dengan aman, selamat dan utuh;
2)  Pengangkutan diselenggarakan dengan cepat, tepat pada waktunya:
3) Diselenggarakan dengan tidak ada perubahan bentuk.

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan/atau penumpang. Pengangkut dapat berstatus Badan

Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Miliki Swasta, Badan Usaha Koperasi,
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atau Perseorangan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan niaga. Ada
beberapa ciri dan karakteristik pengangkut yaitu sebagai berikut:

1)  perusahaan penyelenggara angkutan;

2)
3)

yaitu setiap
pihak yan umpang atau
pengirim ata Dara ‘ T dibuktikan dengan
dokumen barang (E.
Suherman, am pe ‘- o -L :;_ agiatan a an udara niaga atau
komersial, penge : ; _.i' isahaa rbangan atau biasa
disebut juga dengan maska e Ja menyebutnya operator
penerbangan.
4.

Sengketa : *&b indarkan lagi jika manusia

berselisih paham deng . @ : 115

AN 2
manusia memiliki berbagai memperoleh kesepakatan dalam
penyelesaian sengketa atau konflik yang dihadapinya. Penyelesaian sengketa
dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif, dibantu oleh orang
lain atau pihak ketiga yang bersifat netral atau dengan cara lainnya. Pada intinya
penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang bersengketa terdapat dua cara yaitu

litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui
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jalur pengadilan, sedangkan non litigasi melalui jalur di luar pengadilan seperti
negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan peradaban manusia,
berkembang pula-permasalahan.yang dihadapinya. Sengketa yang timbul antara
manusia yang satu dengan manusia yang lain merupakan fenomena sosial, karena
jika manusia hidup sendiri, misalnya'di httan; maka manusia tersebut setidaknya
bisa terhindar dari timbulnya sengketa. Kompleksitas kegiatan dan tingginya
persaingan merupakan salah satu pemicu timbulnya perselisihan, yang apabila
tidak secepatnya ditangani dan dicarikan jalan keluarnya bisa menimbulkan
kondisi chaos.

Dewasa ini cara-cara penyelesaian perselisihan mengalami pergeseran
dari proses litigasi ke non litigasi atau (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Hal
tersebut terjadi karena tingkat_kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan
yang mulai merosot yang disebabkan oleh prosedur yang relatif lama dan berbelit-
belit, tidak efektif dan efisiennya lembaga peradilan khususnya dalam menangani
permasalahan khususnya berkaitan dengan kegiatan bisnis, hakim tidak bersikap
independen, hakim dinilai tidak. mempunyat keahlian khusus dibidang-bidang
tertentu khususnya berkaitan dengan dunia bisnis, dan berbagai macam alasan
lainnya yang menyebabkan dunia peradilan menjadi momok bagi kaum pebisnis.
Bukan berarti pula bila jalur litigasi sama sekali tidak memiliki segi positifnya.

Pengadilan merupakan salah satu institusi untuk mengupayakan supremasi
hukum yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Perselisihan antara

pelaku usaha dengan konsumen dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
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Tetapi setidaknya upaya non litigasi, bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan
perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Penggunaan salah satu jalur

penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh konsep tujuan, ketajaman cara berfikir,

a.
b. ia a be ang (AZ. Nasution
atas memiliki kelebihan dan
kelemahan masing-masing. Penyelesaian sengketa secara damai, membutuhkan
kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa
secara damai. Dalam hal ini, diperlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak
disamping kesabaran. Faktor-faktor internal dalam penyelesaian dengan
menggunakan model ini perlu mendapat perhatian seperti kepribadian atau gengsi

atau kehormatan. Sedangkan penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang
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berwenang membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan/atau aturan yang

berlaku bagi penyelesaian sengketa tersebut yaitu berupa aturan-aturan hukum

yang bersifat prosedural.

pemesanan

a macam antara

dan namanya juga tidak ada dalam PNL,

d.  Penumpang tdak datang atau no show, nama penumpang ada dalam PNL
tetapi yang bersangkutan tidak datang melapor,
e.  Penumpang bisa pergi atau can go, penumpang yang tidak tertera dalam

PNL, di tiket belum OK tapi dapat melakukan penerbangan.
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Dalam bukunya, Edi Darwojo juga membagi penumpang menjadi dua macam
yaitu: (Edi Wardiyo 2006:14).

a. Inadnissable Passanger, yaitu penumpang yang tiba dari suatu penerbangan

penumpang selama menunggu

an, antara lain berupa penyediaan

tempat dan konsumsi secara layak, atau penumpang berhak untuk diupayakan
pengalihan angkutan ke perusahaan angkutan udara niaga lainnya sesuai dengan
kesepakatan.

Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban penumpang hampir sama
dengan hak-hak dan kewajiban yang terdapat di dalam pasal 4 dan pasal 5

undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Menurut
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ketentuan Pasal 5 Undang-undang perlindungan Konsumen, konsumen memiliki

hak sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi

jasa yang

a penyelesaian

atau tidak sebagaimana mestinya,

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Untuk itu, penumpang penerbangan sebagai konsumen perlu

memperhatikan hak-hak yang harus diperjuangkan. Sebagai konsumen,

penumpang tidak bisa tinggal diam tidak berbuat apa-apa ketika dirugikan.
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Namun, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus diperhatikan sebagaimana
dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan

kewajiban konsumen sebagai berikut:

1) : G i-petunjuk _in ian dan pemanfaatan

.*i‘
d

2) iti a melakuka D€ arang/jasa. Itikad

Dengan itikad

3)

4)

telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut
dengan pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa
mungkin dilakukan dengan cara damai. Jika tidak ditemui titik penyelesaian,
cara hukum bisa dilakukan asalkan memerhatikan norma dan prosedur yang

berlaku (Happy Susanto 2008:27).
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Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu
berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dengan

cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat terlindungan dari kemungkinan-

bagaimana erikan pe N ba enerbangan. Cara
yang dike
menunjang
profesionali

dicapai melalui

Cara pertama u dung hukum bagi penumpang

; @b\ R

adalah melalui pengawasan. P g diberikan meliputi pengawasan

atas unsur-unsur perlindungan hukum, yakni:

1)  Pengawasan di bidang keselamatan yang secara berkala dilakukan oleh
tekhnisi-tekhnisi ahli di maskapai penerbangan,

2) Pengawasan di bidang keamanan yang dilakukan oleh maskapai

penerbangan, pengelola bandara, pohak kepolisian, Komite Nasional
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Keselamatan Transportasi (KNKT) dan juga tim Evaluasi Kinerja
Keselamatan Transportasi (EKKT),

3) Pengawasan dibidang kenyamanan menjadi tanggung jawab maskapai

4)

5)

6)

syarat umum pengangkutan (General Condition Of Carriage) sehingga

sewaktu-waktu penumpang dapat mengetahui apabila diminta (E.
Suherman, 2000:139).

b.  Pembinaan
Pembinaan usaha penerbangan dalam rangka tercapainya perlindungan

konsumen diatur dalam pasal 10 Undang-undang tentang Penerbangan. Melalui
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pembinaan yang telah diatur hendaknya Pemerintah dapat bekerjasama dengan

maskapai penerbangan agar tercipta sistem penerbangan yang berorientasi pada

pembangunan dan berekonomi sehat.

c. Penga
Dalam  ra erike d ’ agi penumpang
penerbangan,

Internasional ma

lainnya. Selain itu melihat perkembangana budaya, teknologi dan transportasi
yang kian cepat maka pemerintah harus selalu terlibat dengan pertemuan-
pertemuan internasioanal yang membahas tentang perlindungan hukum bagi
penumpang dan ikut meratifikasinya dengan mempertimbangkan keadaan

penerbangan yang sesuai di Indonesia.

71



d.  Penggantian Melalui Klaim dan Asuransi

Dalam kegiatan penerbangan sering kali terjadinya hal-hal yang
menimbulkan kerugian bagi penumpang, sehubungan dengan itu, adanya prosedur
penyelesaian atauspengajuan klaim_yang mudah, cepat dan.memuaskan menjadi
salah satu cara memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang
penerbangan. Prosedur yang mudah berarti bahwa penumpang atau ahli warisnya
yang sudah jelas haknya, tidak perlu menempuh prosedur yang berbelit dan rumit
dalam merealisasikan hak-haknya. Sedangkan prosedur yang murah berarti para
penumpang atau ahli waris tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang mahal
untuk menyelesaikan ganti rugi. Penyelesaian sengketa yang cepat mengandung
makna bahwa prosedurnya tidak memakan waktu yang lama, dalam kaitan ini
dapat menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebab biasanya
penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memakan waktu yang lama.

Selain itu, ‘Pada umumnya perusahaan penerbangan mengasuransikan
dirinya terhadap risiko-risiko yang kemungkinan akan timbul dalam
penyelenggaraan kegiatan penerbangannya, antara-lain mengasuransikan risiko
tanggung jawab terhadap penumpang.

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen
a.  Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum
konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan
juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum

konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang
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mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan

dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Shidarta

2000:9).

Pengertian
Perlindungan k en adala : m dan/jasa yang
tersedia dalz o - rga, orang lain,
maupun makhilu Sementara itu,

pengertian aku U:s K- 8/1999 tentang

b.  Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

1)  Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha

secara keseluruhan.
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2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

ngan antara

arti materiil

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
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4)  Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

informasi.

5)  Menumbuh £sa pelak aha mengena ingnya perlindungan

6) atkan kuali g amin Kelangsungan usaha

&

amanan, dan
F
o

o

‘xﬁ akan dicapai
g perlindungan

konsumen pe anc : Jun s 2 dipersiapkan sejak

barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah
meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan

konsumen dilakukan secara serempak (Wahyu Sasongko 2007:40-41).
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c. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha
Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu:
1)  Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

1)

2)  Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.

3)  Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4)  Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu:
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1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2)  Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

Indonesia. Lion Air sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Indonesia. Dengan
jaringan rute di Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan Vietnam serta
rute carter menuju Cina dan Hong Kong, Lion Air menjadikan dirinya sebagai
pemain Regional yang akan berkompetisi dengan AirAsia dari Malaysia.
Sepanjang tahun operasionalnya, Lion Air mengalami penambahan armada secara

signifikan sejak tahun operasionalnya pada tahun 2000 dengan memegang
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sejumlah kontrak besar, salah satunya yaitu kontrak pengadaan pesawat dengan
Airbus dan Boeing dengan total keseluruhan sebesar US$ 46.4 Milliar untuk
armada 234 unit Airbus A320 dan 203 Pesawat Boeing 737 MAX. Perusahaan
sendiri telah memiliki “perencanaan jangka panjang pada maskapai untuk
memberdayakan armadanya untuk mempercepat ekspansinya di kancah regional
Asia Tenggara dengan memhuaianak perusahaannya sendiri, yaitu Wings Air dan
Batik Air sebagai pemerkuat operasional maskapai di Indonesia dan untuk di luar
negeri, Lion Air memperkuat kehadirannya dengan mendirikan-Malindo Air dan
Thai Lion Air (https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air diakses pada tanggal 27
Mei 2018)

Meski begitu, maskapai ini sering menjadi momaok pembicaraan oleh masyarakat
sebagai maskapai yang selalu terlambat dengan waktu yang luar biasa lama dan
kenyamanan yang Kkurang,-serta penuh dengan kejadian yang harusnya bisa
diantisipasi maskapai. baru-baru ini, Lion Air sempat menjadi headline di berita
nasional akibat berawalnya beberapa armadanya yang sempat rusak, menabrak
burung dan mogok kerja yang mengharuskan Lion Airmelakukan refund terhadap
semua penumpangnya yang malah ditangani-oleh Angkasa Pura | dan Angkasa
Pura Il. Akibat ini semua, maskapai ini tercatat sebagai maskapai dengan kinerja
yang buruk dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi keselamatan terbangnya.
Akhirnya pada bulan Desember 2014, maskapai ini masuk ke dalam daftar
maskapai penerbangan yang dilarang di Uni Eropa. Namun larangan terbang Uni
Eropa akhirnya dicabut pada bulan Juni 2016

(https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air diakses pada tanggal 27 Mei 2018)
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Lion Air mengoperasikan lebih dari 100 pesawat Boeing 737-800/900ER.
Maskapai penerbangan ini telah ditandai dengan ekspansi yang cepat dan
keberhasilan model bisnis tarif murahnya. Didirikan pada tanggal 19 Oktober
1999 dan beroperasi pada tanggal 30 Juni.2000. Maskapai.Lion Air beroperasi
pertama- kalinya dengan menggunakan Boeing 737-200 yang disewa untuk
membuka rute ke Pontianak.. Maskapai penerbangan ini dikomando oleh Rusdi
Kirana dan keluarganya. Dalam perkembangannya, Maskapai penerbangan ini
berencana untuk bergabung dengan IATA, tetapi sebelum masuk ke dalam IATA,
organisasi ini mengharuskan maskapai ini untuk lulus ujian IATA, IOSA. Namun,
gagal karena masalah keamanan. Tetapi, Lion Air tak patah arang meski sempat
gagal. Lion bersama Boeing mendesain framework  untuk.-workshop dalam
pengaplikasian prosedur Kinerja Navigasi Berpemandu (KNB) di Indonesia
(https://id.wikipedia.org/wiki/L.ion_Air diakses pada tanggal 27 Mei 2018).

Pada bulan November 2009, Maskapai mendatangkan armada terbesarnya
Boeing 747-400 yang merupakan purna pakai dari maskapai Oasis Hong Kong
Airlines yang bangkrut pada tahun 2008, pada-tahun berikutnya Lion Air
menambah jumlah penerbangan ke Jeddah.sebanyak lima kali seminggu yang
dilayani oleh 2 armada Boeing 747-400 dengan total kursi sebanyak 992 kursi
dalam sekali terbang. Pada tanggal 19 Juli 2011, Lion Air melakukan
pemberhentian sementara untuk ke 13 armada Boeing 737-900ER akibat gagalnya
maskapai memenuhi OTP (on time performance) yang ditetapkan oleh Dirjen
Perhubungan Udara sampai Lion Air dapat memenuhi sekurang-kurangnya 80

persen dari OTP. Dalam catatan resmi Kementerian Perhubungan, OTP Lion Air
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hanya 66.45 persen dan merupakan yang terburuk dari 6 maskapai penerbangan
utama dari bulan Januari hingga April tahun 2011 di 24 bandar udara di seluruh
Indonesia. Pada tanggal 18 November 2011, maskapai penerbangan bersama
dengan Boeing mengumumkan pemesanan 201 pesawat Boeing 737 MAX dan 29
pesawat-Boeing 737-900ER dan ini tercatat sebagai pemesanan tunggal terbanyak
oleh satu maskapai penerbangan' komersial ;sebanyak 230 dengan nilai $21.7
miliar. Pada bulan Januari 2012, Lion Air dikenakan sanksi oleh Kementerian
Perhubungan setelah ditemukan beberapa pilot dan awak pesawat memiliki dan
menggunakan bahan Narkotika. Sebelumnya, hal ini dipicu ketika ditemukannya
awak maskapai (pilot dan kru darat) tertangkap basah menggunakan Sabu-sabu
dan metafetamin secara terpisah (https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air diakses
pada tanggal 27 Mei 2018)

Lion Air mendirikan maskapal penerbangan layanan penuh-dengan nama Batik
Air, yang akan mulai beroperasi pada tahun 2013 dengan menggunakan 737-
900ER. Lion Air juga menandatangani komitmen dengan Boeing untuk memesan
lima buah pesawat 787 Dreamliner untuk maskapai penerbangan ini, dan ini
membuat Lion Air menjadi maskapai penerbangan Indonesia pertama yang
memesan tipe ini sejak Garuda Indonesia membatalkan pemesannya untuk 10
Dreamliner pada tahun 2010, dan diperkirakan akan dikirim pada tahun 2015.
Maskapai ini juga telah mempertimbangkan memesan pesawat berbadan lebar
Airbus A330, tetapi memilih untuk membeli 787. Pada 11 September 2012, Lion
Air dan National Aerospace & Defence Industries Sdn Bhd (Nadi)

menandatangani  perjanjian Joint Venture untuk mendirikan maskapai
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penerbangan baru di Malaysia, dengan nama Malindo Airways pada Mei 2013.
Kedua mitra juga sepakat untuk membentuk JV lain untuk memberikan layanan
perawatan pesawat untuk semua pesawat di Grup Lion Air, termasuk maskapai
penerbangan patungan di- antara_mereka..Pada 18 Maret 2013, Lion Air
menandatangani kontrak pembelian 234 pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar
atau sekitar Rp 233 triliun_di-Perancis /dandisaksikan langsung oleh Presiden
Prancis Francois Hollande. Pesawat yang dipesan adalah jenis A320 dan
A321.Pada tanggal 31 Juli 2015, Lion Air secara resmi hengkang dari INACA
karena adanya ketidakcocokan dengan anggota yang lain. Pada tahun 2016, Lion
Air masuk dalam daftar maskapai penerbangan bertarif rendah dengan layanan
terbaik seduniaversi SkyTrax serta meraih dua penghargaan, yaitu Kabin Terbaik
Kelas Murah.  dan Kursi Premium  Terbaik Kelas Murah
(https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air diakses pada tanggal 27 Mei 2018)

Dalam perjalanannya, Lion Air telah banyak memiliki rangkaian prestasi
dan penghargaan, serta sertifikasi internasional yang tentunya diraih untuk terus
meningkatkan kualitas dalam pelayanannya kepada masyarakat dan pelanggan
setianya. Beberapa diantaranya.adalah sertifikasi ISSA vyaitu sebuah standar
keselamatan dan keamanan berskala internasional yang diberikan oleh IATA dan
diraih pada Januari 2016, Lalu sertifikasi 1SO 9001:2015 mengenai delay
management yang tentunya standar tersebut akan terus diaudit secara berkala
(http://www.lionair.co.id/id/lion-experience/about diakses pada tanggal 27 Mei

2018).
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Lion Air merupakan salah satu bagian dari Lion Air Group yang juga

menaungi maskapai lainnya seperti Wings Air, Batik Air, Lion Bizjet, Malindo

Air yang berbasis di Malaysia, dan Thai Lion Air yang berbasis di Thailand.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan atas
Tiket Pesawat.«Lion Air ~dalam Pembatalan" (Cancel) dan/ atau
Keterlambatan (Delay) di Bandara Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru.
Perusahaan angkutan. udara ‘bertanggung jawab atas kerugian yang di
derita oleh penumpang. Tanggung jawab yang di maksud perusahaan penerbangan
wajib membayar ganti rugi atas yang di derita penumpang dan apabila
wanperstasi, perusahaan penerbangan dapat di gugat di pengadilan. Bentuk
tanggung gugat perusahaan penerbangan kepada penumpang termasuk ke dalam
bentuk tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault)
yang di dasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Doktrin
onrechtmatige daad sebagailandasan terbentuknya prinsip tanggung gugat mutlak
yang tercantum pada pasal 1365 KUHPerdata yang menitikberatkan pada unsur
kesalahan (fault). ~Jadi bisadikatakan harus ada ketertiban peraturan
perundangundangan yang dilanggar. Kenyataannya, tidak semua unsur kesalahan
(fault) dapat dibuktikan “bahkan . sampai..tidak dapat dibuktikan sehingga
dikembangkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) untuk mengatasi
keterbatasan fault based on liability tersebut.
Menurut Wiliam selaku Station Manager Maskapai Lion Air di Bandara
Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru, Jika dalam suatu penerbangan terjadi suatu hal
yang bersifat merugikan penumpang atau konsumen terkait dengan ditundanya

jadwal suatu penerbangan yang sebelumnya telah ditentukan, maka konsumen
atau penumpang harus mendapatkan beberapa hal seperti

1.  Keterlambatan lebih dari 4 jam, yaitu Rp. 300.000,- perkonsumen;
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2. Akan ditanggungkan kompensasi sebesar 50 % mulai dari keterlambatan
lebih dari 4 jam tersebut, manakala penyedia transportasi udara lain
menganjurkan destinasi lain yang tidak begitu jauh dengan destinasi
penerbangan akhir konsumen (re-routing), dan kami harus menyediakan
tiket penerbangan sambungan ataupun memberikan transportasi berbeda
agar konsumen dapat sampai ke destinasi tujuan‘’kensumen seandainya tidak
ada transportasi selain transportasi udara;

3. Terkait- dipindahkannya untuk penerbangan selanjutnya ataupun
penerbangan kepunyaan Badan Usaha Niaga yang memiliki berjadual lain,
konsumen digratiskan dari ongkos ekstra, termasuk pengintensifan taraf
servis (up grading class)-ataupun:seumpamanya terjadi degradasi kelas
ataupun subkelas fasilitas, oleh karna itu kepada /konsumen harus di berikan
selisih uang yang berlebih tadi yang mengaju pada harga tiket yang sudah di
beli pada penerbangan (Hasil wawancara dengan Wiliam selaku Station
Manager Maskapai Lion Air di Bandara Sultan Syarif Kasim |1 Pekanbaru,
padahal tanggal 22 Juni 2018).

Mengenai - keterlambatan penerbangan dan pemberian ganti rugi jika
pengangkut bisa menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan karena
kesalahan pengangangkut maka pengangkut di-bebaskan dengan adanya ganti
rugi. Dan bila pengangkut tidak bisa menjelaskan tentang faktor keterlambatan itu

dikarenakan alasan lain maka pengangkut-wajib mengganti kerugian.

Di dalam keterlambatan di kelompokkan di dalam beberapa kategori
Berdasarkan Peraturan =~ Menteri Nomor 89 Tahun 2015 Penanganan
Keterlambatan Penerbangan dikelompokkan dalam kategori keterlambatan, yaitu:
a.  Kategori 1, keterlambatan 30 menit sampai dengan 60 menit.

b.  Kategori 2, keterlambatan 61 menit sampai dengan 120 menit.
c.  Kategori 3, keterlambatan 121 menit sampai dengan 180 menit.
d.  Kategori 4, keterlambatan 181 menit sampai dengan 240 menit.
e.  Kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit. dan.

f. Kategori 6 pembatalan penerbangan.
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Menurut Wiliam selaku Station Manager Maskapai Lion Air di Bandara
Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru mengatakan untuk kategori keterlambatan
dapat dilihat dari berapa lamakah maskapai mengalami keterlambatan atau
pembatalan dan agar memaklumi kurang lebih berapa menit waktu keterlambatan
tersebut, taksirannya bersumber pada waktu kepergian ataupun ketibaan yang
dijadwalkan. adapun_perihal ganti rugi berupa kompensasi yang di berikan oleh
maskapai Lion _Air di "Bandara._Sultan_Syarif Kasim "Il Pekanbaru akibat
keterlambatan penerbangan tersebut, pthak maskapai Lion Air-sendiri mengaju
kepada Peraturan Menteri Nomor. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan
Keterlambatan Penerbangan yaitu: Keterlambatan terdiri dari beberapa kategori
yaitu kategori- 1,2,3,4,5, dan.6;kategori pertama kami memberikan air mineral.
Kategori kedua kami memberikan air mineral dan‘Kue-kue ringan. kategori 3 kami
memberikan air mineral dan nasi kotak. Kategori empat, kami memberikan air
mineral, Kue atau pun gorengan serta nasi kotak. Kategori kelima kami
memberikan - kompensasi sebanyak tiga ratus ribu rupiah kepada konsumen.
Kategori enam, kami akan mengalihkan konsumen ke penerbangan selanjutnya
atau memulangkan seluruh biaya tiket (refund ticket); dan perlu diketahui bahwa
Keterlambatan pada kategori dua sampai dengan lima, konsumen dapat dialihkan
ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund
ticket). (Hasil wawancara dengan \Wiliam selaku Station Manager Maskapai Lion
Air di Bandara Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru, padahal tanggal 22 Juni 2018).
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TABEL I11.1

Apakah pada saat terjadinya Penundaan/Keterlambatan keberangkatan, pihak
maskapai Lion Air memberikan kompensasi, seperti: makanan, minuman, ganti
rugi (uang), mengembalikan seluruh biaya tiket,dan/atau dialihkan ke
penerbangan berikutnya (jika dalam jangka waktu panjang)?

N

L\ Nt

Diliha mendapatkan

kompensasi 2n lainnya tidak

SNARANANY

mendapatka:
angkutan pi

dengan penumpang gan terja yenerbangan, atau

Menteri * entang Tanggung Jawab

atas:

1)  Keterlambatan penerbangan (flight delayed).
2) Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara
(denied boarding passanger).

3)  Pembatalan penerbangan (cancelation of flight).
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Menurut Iskandar, selaku staf legal di Bandara Sultan Syarif Kasim Il
Pekanbaru, menjelaskan bahwa untuk secara keseluruhan pemberian ganti rugi
tersebut telah sesuai dengan apa yang di atur didalam undang-undang, akan tetapi
memang dalam pemberian kompensasi tersebut belum maksimal, bahwa dalam
hal pemberian kompensasi bagi para penumpang atau konsumen yang mengalami
keterlambatan pesawat wdengan durasi waktu 30.Sampai 180 menit belum
sepenuhnya maksimal. " hal wtersebut _(pemberian ganti rugi bagi para
penumpang/konsumen. yang mengalami  keterlambatan pesawat) sepenuhnya
berada dibawah kewenangan tiap counter atau costumer services Lion Air yang
ada di setiap bandara. Sehingga untuk melakukan pengawasan dalam hal
pemenuhan hak-hak konsumencsecara terpusat. pun juga tidak mudah. (Hasil
wawancara dengan Iskandar, selaku staf legal di Bandara Sultan Syarif Kasim 11
Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2018).

Perusahaan pengangkutan udara dengan konsumen mempunyai hubungan
perihat pengangkutan penerbangan. Namun hubungan antara keduanya tidak
selalu berlangsung dengan baik dan selalu _menguntungkan. Adanya
keterlambatan.~penerbangan bagi penumpang  tentunya akan menimbulkan
kerugian bagi konsumen, terutama perasaan jenuh menunggu, tertundanya
aktifitas-aktifitas penumpang,yang semestinya ‘dapat dilakukan bahkan akan
kehilangan kesempatan-kesempatan. Kurangnya pelayanan yang baik terhadap
konsumen memposisikan konsumen berada di posisi yang kurang di untungkan.
artinya terjadinya suatu keterlambatan penerbangan.akan menimbulkan kerugian
bagi penumpang, itu artinya. penumpang dapat menggugat perusahaan
penerbangan, terutama jika mengacu pada Ketentuan Pasal 146-147 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 146.

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena
keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila
pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh

faktor cuaca dan teknis operasional.
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Dan Pasal 147 :

1)  Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara.

2)

1.

Pasal 9 huruf c, pengangkut wajib memberitahukan kepadapenumpang
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan.

2.  Pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pengangkut
wajib mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh

penumpang.
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3.  Pembatalan penerbangan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) harikelender
sampai dengan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan, berlaku
ketentuan Pasal 10 huruf b dan c.

4.  Pembatalan-penerbangan sebagaimana dimaksud padaayat (3) apabilabadan
usaha angkutan udara niaga berjadwal melakukan perubahanjadwal
penerbangan (retiming atau-rescheduling);

TABEL 111.2
Apakah Dengan rute perjalanan tujuan yang di tawarkan maskapai Lion Air,
memudahkan anda ?

No. Jawaban Responden | Jumlah Persentase
1 Ya 43 80%
2 Tidak 12 20%
Jumlah 60 100%

Menurut Wiliam selaku Station Manager Maskapai Lion Air di Bandara
Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru menyatakan ‘bahwa, hingga saat ini pihak
maskapai penerbangan Lion Air terus berusaha untuk membenahi sistem dan pola
pelayanan yang ada di Perusahaan agar kedepannya tidak lagi banyak merugikan
para penumpang. Pihak Lion Air juga akan berusaha meningkatkan pengawasan
terhadap pelaksanaan pemenuhan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung
jawab kami, karena seyogyanya kepuasan konsumen akan berdampak kepada
minat konsumen untuk datang kembali. Oleh karena‘itu kepuasan konsumen ini
akan memunculkan loyalitas bagi konsumen, (Hasil wawancara dengan Wiliam
selaku Station Manager Maskapai Lion Air di Bandara Sultan Syarif Kasim 1l
Pekanbaru, padahal tanggal 22 Juni'2018).

Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab atas kerugian yang di
derita oleh penumpang. Tanggung jawab yang di maksud perusahaan penerbangan
wajib membayar ganti rugi atas yang di derita penumpang dan apabila
wanperstasi, perusahaan penerbangan dapat di gugat di pengadilan. Bentuk
tanggung gugat perusahaan penerbangan kepada penumpang termasuk ke dalam

bentuk tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault)
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yang di dasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Doktrin
onrechtmatige daad sebagai landasan terbentuknya prinsip tanggung gugat mutlak
yang tercantum pada pasal 1365 KUHPerdata yang menitikberatkan pada unsur
kesalahan (fault). ~Jadi = bisadikatakan ..harus "ada “ketertiban peraturan
perundangundangan yang dilanggar. Kenyataannya, tidak semua unsur kesalahan
(fault) dapat  dibuktikan hahkan' 'sampai /tidak dapat dibuktikan sehingga
dikembangkan asas tanggung jawab mutlak (strict Tiability) untuk mengatasi

keterbatasan fault based on liability tersebut.

Pemberian kompensasi atau ganti rugi selain menjadi sebuah kewajiban
bagi pelaku usaha juga merupakan tanggung jawab pelaku usaha ketika pelaku
usaha menimbulkan sebuah kerugian bagi konsumennya. Hal tersebut diatur
dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Jelas. dikatakan bahwa pelaku usaha
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau
kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan. “Ganti" rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau
secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Penerbangan dan Peraturan Menteri 77 Tahun
2011, perlindungan hukum dapat dibuktikan dengan tiket penumpang. Tiket
penumpang ini sebagai bukti adanya perjanjian antara pengangkut dan

penumpang sehingga jika terjadi pelanggaran, dalam hal ini keterlambatan
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penerbangan, maka pengangkut wajib untuk mengganti rugi. Namun untuk
melindungi penumpang yang dirugikan, dalam Undang-Undang Penerbangan dan

Peraturan Menteri 77 Tahun 2011, penumpang berhak untuk melakukan upaya

penerbangan
limitatif
sebagaima di de al or 77 Tahun
2011 tentan J ";: ‘- -L utan Udar 5 askan bahwa:

1) jkut di _ e s erugian akibat

3)  Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a.  Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapatdigunakan
operasional pesawat udara.

b.  Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggufungsinya

misalnya retak, banjir, atau kebakaran.
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c.  Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (take off), mendarat
(landing), atau alokasi waktu keberangkatan (departure slot time)
dibandar udara; atau.

d.  Keterlambatan pengisian bahan bakar (refuelling).

Para pengguna jasa angkutan udara juga dapat di kategorikan sebagai
konsumen yang menggunakan jasa penerbangan ‘udara sehingga oleh karenanya
Hak-hak konsumen tersebut di lindungi di dalam pasal 19 ayat (1) Undang-
undang No 8. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan
bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Mengenai ganti rugi sebagai tanggung gugat pelaku usaha pasal 19 ayat (2)
Undang-undangs No 8 Tahun/1999,|tentang- Perlindungan Konsumen juga
memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang di terima konsumen yaitu ”Ganti
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Iskandar, selaku staf legal di Bandara Sultan Syarif Kasim Il
Pekanbaru menyatakan bahwa mengenai tanggung jawab Maskapai Lion Air
tentang biaya pengembalian tiket (refund ticket). Lion Air mengembalikan biaya
yang sudah di keluarkan konsumen sesuai dengan bagaimana cara konsumen
memberikan pembayaran kepada pihak pengangkut. Sebagaimana di jelaskan
pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 89 Tahun 2015 tentang
Penanganan Keterlambatan Penerbangan, Pasal 10 ayat (1) (Hasil wawancara

dengan Iskandar selaku staf legal di Bandara Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru,
pada tanggal 22 Juni 2018).
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Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan pengambalian seluruh
biaya tiket (refund ticket) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (f) dan (g),
apabila pembelian tiketudilakukan melalui transaksittunai, maka badan usaha
angkutan udara wajib ~mengembalikan secara tunai pada saat penumpang
melaporkan diri kepada badan usaha angkutan udara. Dan Pasal 10 ayat (2):
Badan Usaha Angkutan.UJdara dalam melakukan pengambalian seluruh biaya tiket
(refund ticket) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (f) dan (g), apabila
pembelian tiket dilakukan melalui transaksi non tunai melalui kartu kredit, maka
badan usaha angkutan udara wajib mengembalikan melalui transfer ke rekening
kartu kredit selambat-lambatnya 30 hari kalender.

Pemberian ganti kerugian akibat keterlambatan penerbangan harus di
berikan perusahaan penerbangan kepada konsumen. ganti kerugian tersebut harus
diberikan secara sesuai seperti-yangisudah di jelaskan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pemerintah juga harus ikut serta menegakkan hukum dan
memberikan sanksi yang tegas kepada para perusahaan penerbangan yang tidak
memenuhi ganti rugi akibat keterlambatan penerbangan.

B. Akibat Hukum Dalam Hal Terjadinya Pembatalan (Cancel) dan/ atau
Keterlambatan (Delay) Pada Maskapai Lion Air di Bandara Sultan
Syarif Kasim Il Pekanbaru
Adanya keterlambatan penerbangan bagi penumpang tentunya akan

menimbulkan kerugian terutama sekali perasaan jenuh menunggu, tertundanya

aktifitas-aktifitas yang semestinya dapat dilakukan bahkan akan kehilangan

kesempatan-kesempatan, artinya terjadinya suatu keterlambatan penerbangan akan
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menimbulkan kerugian bagi penumpang, itu artinya penumpang dapat menggugat

perusahaan penerbangan, terutama jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1992, yang menyatakan salah satu tanggung jawab pengangkut

mengutamakan pengangkutan calon penumpang atau barang yang pemiliknya
telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pengangkutan yang
disepakati. (2) Dalam hal terjadi keterlambatan atau penundaan dalam
pengangkutan karena kesalahan pengangkut, perusahaan angkutan wajib

memberikan pelayanan yang layak kepada penumpang atau memberikan ganti

94



rugi atas kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang atau pemilik
barang.

Kepala Keselamatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kantor WPBU Japura Rengat, Sri
Widiyanto mengatakan, jika terjadi_delay penumpang bisa.menanyakan kepada
petugas maskapai terlebih dahulu. karna, dalam Peraturan Menteri Perhubungan
(PM) Nemor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan
tersebut maskapai wajib untuk menginformasikan alasan terjadi delay kepada
maskapai. Selain itu, maskapai<juga diwajibkan untuk memberitahukan kapan
selanjutnya  penerbangan.'akan dilangsungkan ‘'dan, setelah kejadian delay,
penumpang diharapkan untuk melaporkan ke Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) ‘melalui sosial media atau pusat informasi 151 agar dapat kami
evaluasi terjadi nya keterlambatan tersebut. (Hasil wawancara dengan Sri
Widiyanto = selaku Kepala Keselamatan Penerbangan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kantor UPBU Japura
Rengat, pada tanggal 28 Juni 2018).

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dikemukan bahwa secara
normatif telah ada peraturan yang mengatur tentang.tanggung jawab perusahaan
penerbangan apabila terjadi keterlambatan dari jadwal yang semestinya, akan
tetapi peraturan tersebut tidak secara jelas menentukan besarnya ganti rugi yang
dapat dituntut oleh penumpang yang mengalami keterlambatan.

Menurut Iskandar selaku Staf Legal Maskapai Lion Air di Bandara Sultan
Syarif Kasim Il Pekanbaru, penumpang harus membuktikan terjadi kesalahan
perusahaan atas keterlambatan, sebagaimana isi.poin (c) pasal 43 (1) undang-
undang penerbangan. Di Pasal itu berlaku asas tak bersalah terhadap maskapai
dalam hal kematian dan kehilangan serta kerusakan barang. Sedangkan untuk
keterlambatan berlaku bahwa penumpang harus membuktikan keterlambatan
karena kesalahan maskapai penerbangan (Hasil wawancara dengan Iskandar

selaku Staf Legal Maskapai Lion Air di Bandara Sultan Syarif Kasim Il
Pekanbaru, padahal tanggal 22 Juni 2018).

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara terhadap keterlambatan
tidak ditentukan secara limitatif besarnya nilai ganti rugi. Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1995 hanya menyatakan bahwa perusahaan pengangkutan udara

wajib untuk memberikan pelayanan kepada penumpang selama terjadinya
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penundaan penerbangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal Pasal 40,
Perusahaan angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak
terhadap setiap calon pengguna jasa angkutan udara. Selanjutnya dalam Pasal 41
dinyatakan: (1) Perusahaan udara.niaga wajib-mengutamakan pengangkutan calon
penumpang atau barang yang pemiliknya telah melaksanakan kewajibannya
sesuai perjanjian pengangkutan!’yang - disepakati. (2) Dalam hal terjadi
keterlambatan atau penundaan dalam pengangkutan karena kesalahan pengangkut,
perusahaan angkutan wajib memberikan pelayanan yang layak kepada penumpang
atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang secara nyata dialami oleh
penumpang atau pemilik barang.

Dalam.penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan memberikan
pelayanan yang layak dalam ketentuan ini adalah memberikan pelayanan dalam
batas kelayakan sesuai kemampuan pengangkut kepada ‘penumpang selama
menunggu keberangkatan antara lain berupa penyediaan tempat dan konsumsi
secara layak selama menunggu keberangkatan atau mengupayakan mengalihkan
angkutan ke perusahaan angkutan udara niaga.lainnya sesuai perjanjian
pengangkutan yang disepakati. . Berdasarkan ketentuan di atas dapat
dikemukankan bahwa perusahaan pengangkutan udara yang melakukan
penundaan penerbangan berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada
penumpang selama menunggu, yaitu berupa menyediakan tempat, konsumsi atau
mengupayakan pengalihan penerbangan dengan pesawat lain.

Menurut Kepala Keselamatan Penerbangan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kantor UPBU Japura

Rengat, Sri Widiyanto mengatakan factor keterlambat pesawat banyak
dipengaruhi oleh beberapa factor misalnya, Bandar udara untuk keberangkatan
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dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara, Lingkungan menuju
badar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau
kebakaran, Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (take off), mendarat
(landing), atau lokasi waktu keberangkatan di bandar udara; atau Keterlambatan
pengisian bahan bakar (refuelling), Namun bisa juga terjadi karna faktor cuaca
misal nya Hujan lebat,Petir, Badai, Kabut, Asap, Jarakspandang di bawah standar
minimal; atau Kecepatan angin_yang melampaui standar maksimal yang
mengganggu-keselamatan penerbangan. (Hasil wawaneara dengan Sri Widiyanto
selaku Kepala Keselamatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian. Perhubungan (Kemenhub) kantor UPBU Japura Rengat, pada
tanggal 28 Juni 2018).

Penumpang yang  merasa telah dirugikan oleh pihak perusahaan
pengangkut udara mempunyai hak untuk menuntut haknya sebagai penumpang
atas peristiwa yang terjadi di dalam ruang lingkup tanggung gugat maskapai
penerbangan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1
Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang
Tanggung Jawab Pengangkut Angkuta Udara. Penumpang juga mempunyai hak
sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang<Undang Nemor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Maskapai penerbangan sebagai pihak yang
bertanggung gugat atas kejadian yang menjadi ruang lingkup tanggung gugatnya
juga harus mematuht peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, ada kalanya
jika maskapai penerbangan tidak memberikan-ganti rugi.

Pemberian ganti rugi materiil sesuai berdasarkan Pasal 1248 KUPerdata
yaitu, bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya
si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang
dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah

terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung baginya dari tak dipenuhinya

perikatan.
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Menurut Wiliam selaku Station Manager Maskapai Lion Air di Bandara
Sultan Syarif Kasim |l Pekanbaru menyatakan Jumlah ganti rugi atas
keterlambatan penerbangan lebih dari 4 jam terhitung sejak waktu keberangkatan
atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi keberangkatan atau
kedatangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per konsumen atau
diberikan ganti rugi.sebesar Rp.150.000,00 (seratuswlima puluh ribu rupiah)
bilamana perusahaan penerbangan menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat
dengan tujuan penerbangan akhir konsumen dan perusahaan penerbangan
menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan pengangkutan lain
sampai ke tempat tujuan bilamana tidak ada moda pengangkutan selain angkutan
udara. Terkait dalam hal penerbangan:dialihkan. kepada penerbangan berikutnya
atau penerbangan milik perusahaan penerbangan lainygpenumpang dibebaskan dari
biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan atau apabila terjadi
penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap konsumen wajib
diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli oleh penumpang (Hasil
wawancara dengan Wiliam selaku Station Manager Maskapai Lion Air di Bandara
Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2018).

Secara nyata adanya kasus-kasus kerugian yang dialami oleh penumpang,
dapat dinyatakan bahwa pengangkut atau perusahaan penerbangan telah
melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, Ordonansi Pengangkutan ,Udara 1939, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan Hak
konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan_keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

b.  Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa.
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d.  Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan.

e.  Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

f.
g. serta tidak
h. penggantian,
gan perjanjian
i dang-undangan
h pencapaian
hak konsume an engangkut udara.
adanya keterla _telah melakukan sebuah
kelalaian kewajiban an kepada konsumen.

penerbangan dan tidak ada kepastian informasi yang jelas penyebab keterlambatan
penerbangan dan kapan penumpang akan berangkat menuju ke tempat yang
mereka perjanjikan sebelumnya, membuat penumpang tidak nyaman.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Pelaku usaha seharusnya memberikan pelayanan terbaik memberikan

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

99



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi, dan/atau

ggu akai ataul jasa yang

AtV
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D
&
)

barang da
perjanjian.

Di da
pada Pasal

1) 3 erta gar atas kerusakan,

2) sud p apat berupa pengembalian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3)  Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

4)  Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
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5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut
merupakan kesalahan konsumen.

Menurut pasal di atas pelaku usaha bertanggung jawab.atas ganti rugi yang
harus di berikan terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa
yang di perdagangkan oleh pelakuusaha. Ganti rugi diberikan setelah pembuktian
adanya kesalahan. Jika dalam waktu yang di tentukan pelaku usaha tidak dapat
membuktikan bahwa dirinya benar maka pelaku usaha responsibilitas terhadap
kerugian yang di alami oleh konsumen pengguna jasa pengangkutan udara. dan
apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya maka upaya hukum dapat
dilakukan, dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kesalahan
Maskapai Penerbangan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW,, yang berbunyi: “Tiap perbuatan
melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian Itu_mengganti Kkerugian
tersebut”Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak.memberi tanggapan dan/atau
tidak memenuhi gantirugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat (4), dapat digugat melalui badan
penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan kebadan peradilan di tempat
kedudukan konsumen.

Menurut Kepala Keselamatan Penerbangan Direktorat  Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kantor UPBU Japura
Rengat, Sri Widiyanto menyatakan Upaya hukum yang di lakukan jika konsumen
di rugikan akibat keterlambatan penerbangan adalah mengajukan gugatan ganti

atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatanatau sengketa
dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar
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pengadilan. Kedua model penyelesaian sengketa tersebut diakui di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen
bebas untuk memilih model penyelesaian sengketanya (Hasil wawancara dengan
Sri Widiyanto selaku Kepala Keselamatan Penerbangan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kantor UPBU Japura
Rengat, pada tanggal 28

engadilan mengacu
pada keten emperhatikan
ketentuan d sportasi udara
melalaui jalur

i ketentuan dan

1)
2) i : ataL ang berhubungan pengangkutan
udara, misalnya tiket pesawa at rincian kerugian yang dialami
3)  Menyusun kronologis atau proses dari mulai pembelian tiket, check in,
boarding pass, menunggu di Bandar Udara pemberangkatan hingga tiba di

Bandar udara tujuan.

Mengenai pengajuan prosedur perkara perdata yang harus di dahulukan

adalah mengenai pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di
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Pengadilan Negeri. Surat gugatan harus di siapkan terlebih dahulu. Menurut Pasal

5 menyatakan bahwa:

1.  Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui

daad) terhadap pelaku usaha atas pelanggaran norma-norma UUPK. Dalam kasus
perdata di pengadilan negeri, pihak konsumen yang diberikan hak untuk
mengjukan gugatan menurut Pasal 46 UUPK adalah:

a.  Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersengkutan.

b.  Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
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Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran

dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi

o
&
o di

A8 L LY

tersebut adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar

dan/atau korban yang tidak sedikit.

104



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Konsumen di tuntut dapat menangani sengketanya sendiri di pengadilan
tanpa harus ada bantuan hukum.perihal mngajukan gugatan, syarat syarat gugatan

harus terpenuhi. Ketentuan hukum acara perdata (HIR/HBg) syarat-syarat gugatan

2)  Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK). Pengertian BPSK diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdangangan menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya

dalam keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan

menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.Badan ini sangat
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penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya

terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat

«

;‘h\ﬁ“

-
=

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini.
I. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h,
yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa

konsumen.
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J. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain

guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

k.  memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak

konsultasi,
pengaduan da < enta 3 0 ) uga dilakukan
oleh pelaku

Adapun yang ' adal gas BPSK untuk

suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut,

mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak
(Yusuf Shofie, Citra Aditya Bakti, 2003:23).

Peran mediator sangat terbatas, yaitu hanya menolong para pihak untuk
mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil

penyelesaian terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dan kekuatannya
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tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final, serta tidak pula mengikat
secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk mematuhinya.

Keuntungan yang didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan

agi menjadi

2004:257).

Arbitrase n akan cara p esaian se A 3 di luar peradilan

umum yang ara pihak yang

bersengketa. menyerahkan

sepenuhnya

Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang
dikalahkan tidak mematuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang
dapat meminta eksekusi ke pengadilan. Lembaga arbitrase memiliki kelebihan,
antara lain:

a.  Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
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b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan

administratif.

c.  Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai

langsung suatu kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-
kepentingan yang saling mendekat dan selanjutnya dapat dicapai suatu
penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan aribtrase, dan
juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang

sengketa yang disampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut
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tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Keterikatan para

pihak terhadap pendapat dari konsiliator menyebabkan penyelesaian sengketa

tergantung pada kesukarelaan para pihak.

penyelesaian se a a berjenjang, dalam
arti kata ba
gagal, penyelesa : lalui : a masih gagal juga
barulah penyelesa : : itra yelesaian sengketa
melalui penga aian telah gagal
mencapai kata 3 3 enempuh alternatif

perdamaian.

1.  Pengajuan gugatan perlindungan konsumen secara perdata.
2. Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrumen Hukum Peradilan tata

usaha negara, dan melalui mekanisme Hukum Hak menguji materiel.
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BAB IV

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

penerbangan tidak mengganti rugi. Pemberian kompensasi atau ganti rugi
selain menjadi sebuah kewajiban bagi pelaku usaha juga merupakan
tanggung jawab pelaku usaha ketika pelaku usaha menimbulkan sebuah
kerugian bagi konsumennya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. bahwa pelaku wusaha bertanggung jawab
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memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian

konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan.

wuaARNANAEY

1‘:‘%\‘
- -

gugat ata
harus mena
B. SARAN

1. Terhadap Maskapai Lion Air Pekanbaru untuk lebih memperhatikan dan
mengutamakan konsumen selaku pengguna jasa penerbangan dan
merupakan suatu komitmen dalam melaksanakan tanggung jawabnya
dengan baik sebagai penyelenggara apabila terjadi hal-hal yang menjadi

tanggung jawabnya seperti mengalami keterlambatan atau pembatalan
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ISJIAIU

nery we[sy sej

keberangkatan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang
Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011.

Maskapai Lion Air Pekanbaru seharusnya meningkatkan kinerja pelayanan

RAEN

O

»
'
g 4
7
g
.

Penerbangan.
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